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ABSTRAK

Beberapa resko yang dekhawatirkan schagar akibat dan vonis yang dijatuhkan
olch hekim, Abowsnys wnieh pidens mehsimal scperti pidans mali, ysilu sdanys
kemungkman tenyadi chsckusi terhadap mmocens people Sclain itu. adanya kekhilafan
hmuliwlmmWymmu
keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya, bias saja tenjadi Boleh dibilang
pmmmulmhpywhnmxgkm.ddmmgauﬂru&o
serschut. Inulsh schabaya mengapa grasi berada di luar lingkup peradilan pidana. Hal
ini memberikan indikasi bahwa, meskipun grasi merupakan kewenangan Presiden
yang berads dalam linghup Hukum Tata Negara, hukum pidana jugs memandang
sentang keheradaan grasi dalam hal upaya dari terpidana unfuk menghindarkan dari
chsekus: putusan.

Dengan menggunakan metodologi yundis normatif yaitu pencliian yang
dilskukan dongan cars mencliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan mcnjawab
p_ﬁmﬂyﬁlunmuibngaimdmhukumgmiddm
pelaksansan pemidanaan di Indonesia serta bagaimanakah kekuatan hukum Putusan
Fﬁhdﬁﬂﬁpﬁu&bwh&mp@mcﬁ Indonesia.

Dasar hukum grasi dalam pelaksanaan pemidanaan di Indonesia adalah
ww.jhhnmlﬁtmmngmsi.ﬁmsihmmdidasa&mpadamjm
pemidanaan, presiden baik mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang
diajukan  haruslah disandarkan pada tujuan pemidanaan Kewenangan scorang
presiden dirinci secara tegas dalam Undang-Undang Dasar. Perincian kewenangan ini
penting untuk membatasi schingga Presiden tidak bertindak sewenang-wenang.

Kekustan hukum Putusan Pengadilan dan cksistensi grasi terhadap pelaksanaan
nemidanaan di Indonesia dapat dinyatakan hahwa Putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pemidanaan dalam bentuk apapun, tidak
MMM&WMMMWMMM di luar lingkup
badan peradilan. Dengan kata lain, putusan terscbut tidak dapat diganggu gugal.
Pemberian grasi bukan dimaksudkan untuk menganulir hukum atau membatalkan
hukum. Hukum telah ditegakkan. Pemberian grasi sifatnya hanya memberikan

pengampunan, lanpa meniadakan kesalahan terpidana.
Kata Kunci - Presiden. Grasi, Dasar Hukum, Innocent People.

Dipindai dengan CamScanner



DAFTAR ISl

HALAMAN JUDUL......c.coooctcmmninsmmemmmtmssmsssssssssssssssissssansssssanssssssssissssssassase i
HALAMAN PERSETUJUAN .....cciitiimmmimsasssissssssstsssnsssssess s simsssassssssss e i
HAI AMAN PENGESAHAN .. e PR 1.1, _| 1 - 1
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... v
SRR o e———— ¢
e TN S ———n— Vi
BARB I PENDAHULUAN
A. Latar BIaKang ... |
B. Permusalahiin........cccccoverininmmmmmmsimmmmmmmsmsssasssisssssseasss Y
C. Ruang Lingkup 10
TR T O S ——— LR 10
E. Sistematika Penulisan.........coovceimmmmmmisssmsssimsssmstansssinss 12
RAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Hukum Acara Pidana di INAONESIA . .eeevereenerserisrenassansassssanssasass 14
B Upava Hukum di Dalam KUHAP ...ccooscosseossotts CREIANTIN R |
C. Upaya Hukum di Luar KUHARP ......ooromnerinscessosmssssssmssarsasassasss 31
BAB II. UPAYA HUKUM GRAS!I DALAM PELAKSANAAN
PEMIDANAAN DI INDONESIA
A. Dasar Hukum Grasi Dalam Pelaksanaan Pemidanaan di
B e v onene o oveeesrsrenssce e S 35
B Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Dan Fksistensi Grasi
Terhadap Pelaksanaan Pemidanaan di Indonesia.........ccoocomvees 46
BAB IV. PENUTUP
P e st 59
B Saman Siallat L 60
DAFTAR PUSTAKA accraaramassssmsinressssmispssasestsssensysessosersi=ss SRR 61

LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner



UEYTETY

FENUT

v Nostmpalan

, ' .
ot Inl akan diampaikag Restmpitan o penelitian mengenal upayn
huk i grast dadam pelaksanaan Pemdanaan di lndonesta
Lo Dasar hukum goast dalam Pelaksanaan pemidansan di Indonesta adulak

Undang-Undang No. 3 Lahun 2010 entang Girasi Gieast harus didasack an
pada fwiuan pomidanaan, prosiden baik - mengabulkan  atau menolak
permohonan  grasi yang diajukan,  haruslah - disandarkan pada  tujuan
pemidanaan. Newenangan soorang presiden diviner secara tegas dalam
Undang-Undang Dasar. Perineian kewenanpan i penting untuk membatasi
sehingga Presiden tidak bertindak sewenang wenang.

Nekuatan  hukum  Putusan  Pengadilan  dan - cksistenst grasi terhadap

pelaksanaan pemidanaan di Indonesia dapat dinyatakan bahwa Putusan

pengadilan  yang (elah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap - berupa

L

pemidanaan dalam bentuk apapun, tdak dapat dibatalkan dan- diberikan
putusan oleh Kekuasaan pemenntahan i loar hingkup badan peradilan,
Dengan kata lain, putusan tersebut adak dapat diganggu gugat. Pemberian

grast  bukan dimaksudkan untuk menganulic hukum atan membatalkan
bukam.  Hukum telah - ditegakkan. Pemberian  grasi - sifatnya  hanya

- emberikan pengampunan. tnpa mentadakan kesalahan terpidana.
me
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